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ABSTRAK

Keywords: Social conflicts often exacerbate violations of women's rights, including

Legal Reform;  gender-based violence and discrimination, which require changes in the

Women's law enforcement system to provide better protection. This study explores

Rights; Social  various obstacles in the existing legal system, such as systemic bias and

Conflict the lack of mechanisms to respond quickly, and proposes a reform model

that focuses on a gender-responsive approach. By applying qualitative
analysis methods to various cases of social conflict in Indonesia, this study
found that incorporating a gender perspective into legal policy can
improve women's access to justice. The results show that this reform not
only helps reduce women's vulnerability but also strengthens overall social
stability.

PENDAHULUAN

Konflik sosial, ekonomi, dan politik sering kali memuncak menjadi kekerasan
kolektif, yang disebut sebagai konflik sosial, dan dalam situasi ini, perempuan sering
kali menjadi korban yang kurang diperhatikan karena sistem patriarki yang kuat dalam
masyarakat. Sebagai alat utama untuk menjaga keadilan, sistem penegakan hukum
seringkali tidak berfungsi dengan baik ketika menghadapi konflik yang rumit.
Pelanggaran hak-hak perempuan selama konflik sosial, seperti kekerasan seksual,
penggunaan penipuan sebagai taktik perang, diskriminasi dalam mendapatkan keadilan,
dan pengabaian dalam proses perdamaian, menunjukkan bahwa sistem hukum yang ada
belum sepenuhnya mempertimbangkan perspektif gender. Pembaruan sistem penegakan
hukum tidak hanya melibatkan perubahan peraturan, tetapi juga perubahan budaya
institusi, pelatihan staf, dan mekanisme pencegahan yang menggabungkan hak asasi
manusia. Jika reformasi ini tidak dilakukan, perempuan akan terus berada dalam situasi
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rentan, di mana konflik sosial memperburuk ketidaksetaraan gender dan menghalangi
pembangunan yang berkelanjuta.t

Penjelasan mengenai latar belakang permasalahan ini bisa diuraikan melalui
tinjauan kondisi dari lingkup global hingga lokal. Secara global, laporan yang
dikeluarkan oleh Pererikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkapkan bahwa perempuan
memiliki kemungkinan 50% lebih tinggi untuk mengalami kekerasan berbasis gender,
baik dalam kerusuhan sosial maupun konflik bersenjata, dibandingkan dengan laki-
laki.> Hal ini menimbulkan konsekuensi jangka panjang seperti trauma psikologis,
masalah kesehatan reproduksi, serta kesulitan ekonomi. Di Indonesia, negara yang telah
lama menghadapi berbagai konflik sosial, mulai dari konflik etnis di Ambon dan Poso
pada awal tahun 2000-an, hingga gejolak politik seperti yang terjadi di Papua dan
Jakarta, data yang dikumpulkan oleh Komnas Perempuan mencatat berbagai kasus
pelanggaran hak perempuan setiap tahunnya.Contohnya, pada bulan Mei 1998, ribuan
perempuan mengalami kekerasan seksual secara massal. Namun, proses hukum
terhadap kasus tersebut berjalan lambat dan tidak memadai karena kurangnya
pemahaman mengenai sensitivitas gender dalam sistem penegakan hukum. Situasi
serupa juga terjadi dalam konflik agraria di Kalimantan, di mana perempuan seringkali
kehilangan hak atas tanah dan menjadi target intimidasi tanpa adanya perlindungan
hukum yang efektif. Keadaan ini diperburuk oleh faktor-faktor seperti bias gender
dalam penegakan hukum, kurangnya perwakilan perempuan di lembaga penegak
hukum, dan regulasi yang belum sepenuhnya mengadopsi prinsip-prinsip CEDAW
(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women). Dalam
kerangka teoretis, penelitian ini mengacu pada sudut pandang feminisme hukum dan
teori konflik sosial, yang menegaskan bahwa hukum seringkali tidak bersifat netral dan
justru menghasilkan ketidakadilan.?

Perubahan mendasar yang dibutuhkan termasuk memperkuat aturan hukum
seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (yang harus diperluas agar mencakup aspek sosial),
mengembangkan kemampuan petugas polisi wanita, dan juga menyatukan cara
penyelesaian masalah yang berfokus pada pemulihan keadaan dengan menjadikan
perempuan sebagai tokoh penting dalam penyelesaian masalah. Hambatan terbesar

! Hasan, F., Dungga, W. A., & Abdussamad, Z. (2023). Perlindungan Perempuan Dan Anak
Dalam Perspektif Hukum. Jurnal llmu Sosial, Humaniora dan Seni, 1(2), 317-323.

2 Siregar, D. S. (2024). Fenomena kekerasan berbasis gender terhadap perempuan.
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 7(1), 40-58.

3 Oktavia, M., Morelent, Y., Gusnetti, G., & Jendriadi, J. (2023). Nilai Feminimisme dan
Konflik Sosial Dalam Novel Layangan Putus Karya Mommy Asf dan Novel Terusir Karya Hamka:
Penelitian Intertekstual. ANTHOR: Education and Learning Journal, 2(3), 423-426.
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termasuk adanya penolakan dari budaya masyarakat, kurangnya dana, dan kerumitan
masalah yang melibatkan pihak-pihak di luar negara seperti kelompok bersenjata atau
perusahaan besar.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan kajian mendalam mengenai
masalah dan jalan keluar dalam pembenahan sistem pelaksanaan hukum untuk menjaga
hak-hak perempuan saat terjadi masalah sosial, terutama dengan meneliti contoh kasus
di Indonesia.

Secara praktis, studi ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif sosial yang
disebabkan oleh konflik terhadap perempuan, memperkuat struktur hukum sebagai
fondasi keadilan gender, serta mendukung inisiatif pembangunan berkelanjutan seperti
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang diterapkan oleh PBB, terutama SDG
5 mengenai Kesetaraan Gender dan SDG 16 mengenai Perdamaian dan Keadilan.
Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya penting untuk konteks Indonesia, tetapi
juga bisa dijadikan contoh bagi negara lain yang mengalami masalah yang sama.

METODE PENELITIAN

Jurnal ini menerapkan metode penelitian normatif untuk memeriksa reformasi
sistem penegakan hukum yang bertujuan melindungi hak-hak perempuan saat terjadi
konflik sosial. Metode normatif dipilih karena penekanannya pada studi hukum yang
bersifat preskriptif dan normatif, di mana riset dilakukan lewat kajian literatur, analisis
dokumen hukum, serta penafsiran norma-norma yang berlaku, tanpa perlu
mengumpulkan data langsung dari lapangan secara empiris.

Pendekatan ini mencakup pemeriksaan mendalam terhadap undang-undang
nasional, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang mengesahkan Konvensi
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW), Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,
serta aturan lain yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam situasi konflik sosial.
Selain itu, metode ini juga meliputi analisis putusan pengadilan, laporan resmi dari
lembaga seperti Komnas Perempuan, dan konvensi internasional lainnya, untuk
menemukan celah-celah normatif dalam perlindungan hak perempuan.

Dengan menggunakan teknik analisis yuridis normatif, penelitian ini menilai
apakah aturan hukum yang ada sudah cukup atau butuh perubahan, berdasarkan prinsip-
prinsip keadilan gender, hak asasi manusia, dan penyelesaian konflik. Data diperoleh
dari sumber sekunder seperti buku, jurnal akademik, dan dokumen resmi, lalu dianalisis
secara deduktif untuk menghasilkan saran praktis yang bisa diterapkan.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perlindungan Hak Perempuan dalam Konflik Sosial

Perlindungan hak-hak perempuan dalam situasi konflik sosial adalah aspek
krusial dalam meraih keadilan gender dan menciptakan stabilitas sosial yang
berkelanjutan. Situasi konflik sosial, yang dapat meliputi bentrok antar etnis, protes
politik, maupun kerusuhan di masyarakat, sering kali berdampak tidak seimbang pada
perempuan. Hak-hak yang hendaknya dilindungi mencakup hak atas keselamatan
pribadi, akses kepada keadilan, kesehatan reproduktif, serta keterlibatan dalam proses
perdamaian. Instrumen hukum internasional seperti Konvensi tentang Penghapusan
Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang telah disetujui
Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, menekankan tanggung jawab
pemerintah untuk mencegah dan menangani kekerasan berbasis gender selama situasi
konflik. Di dalam negeri, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 berkaitan dengan
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyediakan kerangka hukum, tetapi
pelaksanaannya sering kali terhalang oleh keterbatasan sumber daya dan kurangnya
kesadaran.*

Perubahan dalam sistem penegakan hukum perlu melibatkan pendekatan yang
beragam, termasuk integrasi perspektif gender dalam pelatihan bagi aparat penegak
hukum, pembentukan unit khusus untuk menangani kasus kekerasan terhadap kaum
perempuan, serta mekanisme pelaporan yang bersifat anonim dan mudah diakses. Selain
itu, sangat penting untuk melibatkan perempuan dalam perencanaan kebijakan untuk
mencegah konflik, dengan mengakui peran mereka sebagai agen perdamaian. Penelitian
empiris menunjukkan bahwa perlindungan yang efektif dapat mengurangi risiko
kekerasan dan memperkuat ketahanan masyarakat. Contohnya, inisiatif seperti program
penguatan kapasitas perempuan di kawasan konflik dapat mendorong keterlibatan aktif
mereka dalam penyelesaian, sehingga dapat menghindari peningkatan konflik.
Reformasi ini juga perlu memperhatikan konteks budaya setempat, di mana norma
patriarki sering melindungi perempuan, sehingga diperlukan kampanye edukasi yang
menyeluruh untuk mengubah stigma sosial.®

2. Analisis Pengalaman Perempuan dalam Konflik Sosial

4 D. P. Sari, ‘Perlindungan Hak Perempuan Dalam Konflik Sosial: Kajian Atas Implementasi
CEDAW Di Indonesia,” Jurnal Hukum Dan Pembangunan 48, no. 2 (2018): 145-62.

® Kusuma R, “Integrasi Gender Dalam Sistem Penegakan Hukum: Studi Kasus Konflik Sosial
Di Indonesia,” Jurnal llmu Sosial Dan limu Politik 25, no. 3 (2021): 201-20.
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Analisis tentang pengalaman perempuan di tengah konflik sosial menunjukkan
sisi kerentanan yang signifikan, di mana perempuan sering kali menjadi sasaran utama
bagi kekerasan fisik, seksual, dan psikologis. Berdasarkan informasi dari Komnas
Perempuan, selama terjadinya konflik sosial seperti kerusuhan Ambon antara tahun
1999 hingga 2002 atau protes di Papua, ribuan perempuan melaporkan mengalami
kekerasan seksual, kehilangan anggota keluarga, serta mengalami pengungsian secara
paksa yang memengaruhi kesehatan reproduksi mereka. Pengalaman tersebut tidak
hanya bersifat pribadi, tetapi juga bersifat kolektif, di mana perempuan sering kali
kehilangan akses ke pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan, yang memperburuk
ketidaksetaraan gender.®

Penelitian yang berdasar pada cerita dari perempuan memperlihatkan pola
trauma berlapis: adanya kekerasan langsung selama konflik, diikuti dengan stigma
sosial dan ekonomi setelah konflik. Sebagai contoh, banyak perempuan yang menjadi
kepala keluarga karena kematian pasangan mereka, tetapi harus menghadapi
diskriminasi dalam akses terhadap lahan atau pinjaman. Analisis ini juga menyoroti
posisi ganda perempuan sebagai penyintas sekaligus pembangun perdamaian; banyak di
antara mereka terlibat dalam dialog antar kelompok atau program pengungsi, yang
sering kali diabaikan dalam laporan resmi. Pendekatan yang berbasis pada pemahaman
trauma, yang memperhitungkan dampak psikologis jangka panjang seperti PTSD,
sangat penting untuk memahami pengalaman ini secara menyeluruh.’

Data yang diperoleh dari survei nasional menunjukkan bahwa perempuan yang
terlibat dalam konflik sosial berisiko lebih besar untuk menghadapi peningkatan
kekerasan dalam rumah tangga selama masa-masa sulit. Tanpa adanya intervensi hukum
yang memadai, pengalaman ini mungkin akan melewati generasi berikutnya,
memperkuat siklus kemiskinan dan ketidakadilan. Studi perbandingan dengan
pengalaman perempuan di konflik Timor Timur menyoroti betapa pentingnya dukungan
psikososial dan ekonomi untuk proses pemulihan. Perubahan dalam sistem penegakan
hukum perlu mencakup pengalaman ini melalui saluran pengaduan yang peka gender,
memastikan agar suara perempuan didengar dalam proses keadilan transisi.

3. Kelemahan Sistem Penegakan Hukum dalam Melindungi Hak Perempuan

Sistem penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya cacat struktural
dalam melindungi hak-hak perempuan saat terjadi konflik sosial, yang sering berujung

® Rahayu S, “Pengalaman Perempuan Dalam Konflik Sosial: Studi Kasus Di Indonesia,”
Jurnal Ilmu Sosial Dan llmu Politik 23, no. 1 (2019): 112-30.

" A. Sari, “Trauma Dan Resiliensi Perempuan Dalam Konflik Sosial: Analisis Naratif,” Jurnal
Psikologi Sosial 19, no. 1 (2022): 45-68.
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pada impunitas dan ketidakadilan. Salah satu masalah utama adalah minimnya
pemahaman tentang isu gender di kalangan penegak hukum, termasuk polisi dan jaksa,
yang sering kali memandang kasus kekerasan terhadap perempuan sebagai masalah
pribadi atau tidak terlalu penting. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia, misalnya, masih belum sepenuhnya menerapkan
standar perlindungan untuk perempuan, sehingga respons terhadap laporan kekerasan
sering kali lambat dan tidak memberikan hasil yang memuaskan.®

Masalah lainnya terletak pada prosedur pelaporan yang rumit dan berisiko, di
mana perempuan yang menjadi korban berpotensi mengalami reviktimisasi atau
menghadapi ancaman dari pelaku. Kurangnya dana yang dialokasikan untuk unit khusus
yang menangani kekerasan berbasis gender, serta minimnya koordinasi antara lembaga-
lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, memperburuk keadaan.
Dominasi budaya patriarki dalam interpretasi hukum juga menjadi penghalang, di mana
kasus kekerasan seksual selama konflik sering kali tidak mendapatkan prioritas atau
diselesaikan melalui mediasi informal yang tidak adil.

Studi yang bersifat empiris menunjukkan bahwa hanya 20-30% dari kasus
kekerasan terhadap perempuan dalam konteks sosial yang berhasil diselesaikan, jika
dibandingkan dengan kasus pada umumnya. Problematika ini semakin diperburuk oleh
minimnya data yang terintegrasi serta pengawasan yang bersifat independen.
Diperlukan reformasi melalui perubahaan legislasi, pelatihan yang mendalam bagi
aparat penegak hukum, dan kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil seperti LBH
APIK untuk menciptakan sistem yang lebih responsif. Tanpa adanya perubahan
tersebut, sistem peradilan akan terus terbukti tidak mampu untuk melindungi hak-hak
perempuan, dan status quo ketidakadilan gender dalam masyarakat akan terus
berlanjut.®

4. Insiden-Kerusuhan Di Kerusuhan Mei 1998 Dan Konflik Konflik Poso
(1998-2001) Di Indonesia
a. Kerusuhan Mei 1998

Pada 12-15 Mei 1998, terjadi kerusuhan sosial di Jakarta yang kemudian
meluas ke berbagai kota lainnya. Peristiwa tersebut dipicu oleh krisis ekonomi dan
politik yang berkepanjangan, serta meningkatnya kemarahan masyarakat terhadap
rezim yang berkuasa dan terhadap kelompok etnis tertentu.

8 Suryani T, “Kelemahan Sistem Hukum Dalam Perlindungan Hak Perempuan,” Jurnal HAM
11, no. 1 (2020): 45-62.

® A Putri, “Reformasi Penegakan Hukum Untuk Hak Perempuan Dalam Konflik Sosial,”
Jurnal Hukum Dan Pembangunan 52, no. 3 (2022): 289-305.
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Berdasarkan laporan resmi aparat, sepanjang Mei hingga Juli 1998 tercatat
sedikitnya 168 perempuan menjadi korban kekerasan seksual, dengan 152 di
antaranya berasal dari Jakarta.

Dalam siaran pers Komnas Perempuan, disebutkan bahwa Tim Gabungan
Pencari Fakta (TGPF) mengonfirmasi sedikitnya 85 kasus kekerasan seksual
terhadap perempuan etnis Tionghoa, di mana 52 kasus di antaranya merupakan
tindakan pemerkosaan. !

Temuan kajian tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual yang
terjadi bukan merupakan tindak kriminal spontan akibat situasi kerusuhan,
melainkan memiliki pola atau modus operandi tertentu yang menunjukkan
adanya pengulangan dan dilakukan dalam skala yang cukup luas.'> Dampak dari
kekerasan tersebut terhadap korban perempuan meliputi trauma psikologis yang
mendalam, munculnya stigma sosial, serta terbatasnya akses terhadap keadilan
dan pemulihan.*®

b. Konflik Poso (1998-2001)

Pertikaian bernuansa keyakinan yang melibatkan masyarakat Muslim
serta Kristen di daerah Kabupaten beserta Kota Poso, Sulawesi Tengah, menjadi
salah satu kejadian sosial paling berpengaruh besar di Indonesia pada
penghujung era 1990-an. Perselisihan ini tak terjadi sekejap saja, namun melalui
sejumlah fase yang terhubung satu sama lain, bermula kira-kira bulan Desember
1998 dan baru tenang usai tercapainya Deklarasi Malino | pada bulan Desember
2001. Setiap tahapan pertikaian memiliki ciri khas tersendiri, baik dari sisi
kekuatan tindakan kasar maupun pelaku yang terlibat, sehingga memperlihatkan
pergerakan sosial yang rumit antara kedua kelompok kepercayaan tersebut.

Akibat dari konflik Poso sungguh besar dan mendalam. Ribuan
penduduk meregang nyawa, sementara banyak orang terpaksa pergi dari
kediaman mereka untuk menyelamatkan diri dengan mengungsi. Tidak hanya
itu, kerusakan yang ditimbulkan tidak terbatas pada kerugian fisik dan ekonomi,

10 U.S. Department of State, “Indonesia Country Report on Human Rights Practices for 1998,”
1998 Human Rights Report, n.d.

11 Komnas Perempuan, “Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peringatan 23 Tahun
Tragedi Mei 98,” Komnas Perempuan, 2021, https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-
pers-komnas-perempuan-tentang-peringatan-23-tahun-tragedi-mei-98.

12 Nurul Agustina, “Jejak Kekerasan Seksual Dalam Kerusuhan Mei 1998,” Kompas.ld, 2025,
https://www.kompas.id/artikel/jejak-kekerasan-seksual-dalam-kerusuhan-mei-1998-2.

13 Prayogi Dwi Sulistyo, “Para Korban Pemerkosaan Mei 1998 Menanti Penjelasan,”
Kompas.ld, 2023, https://www.kompas.id/artikel/perempuan-korban-kekerasan-mei-1998-menanti-
penjelasan.
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tetapi juga meluas hingga hancurnya interaksi sosial antarwarga yang
sebelumnya hidup berdampingan dengan cukup harmonis. Bekas luka sosial ini
memunculkan trauma psikologis berkelanjutan bagi warga, khususnya bagi
kelompok yang rawan seperti kaum wanita dan anak-anak yang harus
menanggung dampak terburuk dari kekejaman dan ketidakamanan yang
terjadi.'*

Dalam kaitan dengan pengalaman perempuan selama konflik, catatan
dokumentasi yang dirangkum oleh Komnas Perempuan mencatat minimal ada
72 kasus kekerasan terhadap perempuan yang sukses didokumentasikan secara
sah. Ragam kekerasan yang diderita oleh para korban itu sangat bervariasi,
mulai dari perkosaan, pemanfaatan seksual, sampai kekerasan non-seksual yang
dilakukan oleh petugas keamanan.

5. Tantangan Dalam Sistem Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak
Perempuan

Berdasarkan kasus di atas, ada sejumlah tantangan sistemik yang
menghalangi perlindungan hak perempuan selama dan pasca konflik sosial:

a. Impunitas dan Lemahnya Akuntabilitas

Dari berbagai kasus yang sudah kita bahas sebelumnya, ternyata ada
beberapa masalah besar yang sudah tertanam dalam sistem kita, dan masalah-
masalah ini benar-benar menghambat upaya untuk melindungi hak-hak
perempuan baik saat konflik sosial sedang berlangsung maupun setelahnya.
Ini seperti ada tembok besar yang sulit dirobohkan, sehingga perempuan
sering kali tetap dalam posisi rentan dan tidak menerima keadilan yang
seharusnya mereka terima.

Salah satu tantangan utama adalah impunitas dan akuntabilitas yang
lemabh, artinya banyak pelaku kekerasan bisa lolos begitu saja tanpa dihukum,
dan sistem untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka tidak berjalan
dengan baik. Misalnya, para pelaku ini bisa berasal dari berbagai pihak,
seperti aparat keamanan, kelompok massa yang terlibat dalam kerusuhan,
atau bahkan preman-preman yang memanfaatkan situasi kacau. Banyak dari
mereka yang tidak pernah diadili di pengadilan, atau kalau pun ada proses

1% Tgneus Alganih, “KONFLIK POSO (Kajian Historis Tahun 1998-2001). KONFLIK POSO
(Kajian Historis Tahun 1998-2001),” UPI Repository, 2014, https://repository.upi.edu/7083/.
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hukum, itu hanya sebatas formalitas saja dan tidak menghasilkan hukuman
yang memadai.

Sebagai contoh, mari kita lihat peristiwa tragis di bulan Mei 1998, di
mana tercatat ada 52 kasus pemerkosaan yang terjadi, tapi sampai sekarang,
penyelesaiannya masih belum tuntas dan lengkap. Artinya, korban-korban itu
belum mendapatkan keadilan penuh, dan menunjukkan betapa lemahnya
sistem hukum kita dalam menangani kasus-kasus seperti ini.'®

Di daerah Poso, yang juga mengalami konflik sosial yang panjang,
ada dokumentasi penting yang mengangkat masalah ini. Salah satu laporan
tentang kekerasan terhadap perempuan di sana diberi judul "Women
Ensnared by Impunity”, yang secara harfiah berarti "Perempuan
Terperangkap oleh Impunitas”. Judul ini sangat tepat karena menggambarkan
bagaimana perempuan di Poso selama konflik itu sering kali menjadi korban
kekerasan, tapi pelaku-pelakunya jarang dihukum, sehingga mereka seperti
terjebak dalam lingkaran ketidakadilan yang tak berujung. Laporan ini
membantu kita memahami lebih dalam betapa mendalamnya masalah
impunitas ini mempengaruhi kehidupan perempuan di daerah konflik.

b. Kurangnya mekanisme khusus untuk korban perempuan dalam konflik

Salah satu masalah besar yang sering dihadapi oleh perempuan yang
menjadi korban dalam situasi konflik adalah minimnya sistem atau
mekanisme khusus yang dirancang khusus untuk melindungi dan membantu
mereka. Ini membuat perlindungan bagi para korban kekerasan yang berbasis
pada gender seperti kekerasan seksual atau diskriminasi yang terjadi selama
konflik masih terasa kurang penting atau hanya dianggap sebagai hal
sampingan. Banyak layanan yang seharusnya ada, seperti pendampingan
untuk memberikan dukungan emosional, pemulihan psikologis untuk
membantu mereka pulih dari trauma, atau jalur hukum khusus yang
memudahkan proses pengadilan, masih belum cukup memadai atau bahkan
belum tersedia dengan baik.®

c. Integrasi konflik, gender, ras/etnis, dan struktur sosial patriarki

15 Rikhul Jannah, “Komnas Perempuan Tolak Penyangkalan Kekerasan Seksual Mei 1998 NU
Online,” NU Online, 2025, https://nu.or.id/nasional/komnas-perempuan-tolak-penyangkalan-kekerasan-
seksual-mei-1998-1V6eG.

8 D. R Dyah Fitria Kartika Sari, “Komunikasi Interpersonal Pendampingan Korban Kekerasan
Seksual Oleh Satuan Tugas Perlindungan Perempuan Dan Anak Relawan Merah Putih Kabupaten Poso,”
Kinesik/Jurnal Fisip Untad, 2025, 3040, https://doi.org/10.22487/ejk.v12i1.1714.
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Pada bulan Mei 1998 khususnya, kita bisa melihat bagaimana para
korban perempuan yang berasal dari kelompok etnis Tionghoa mengalami
kekerasan yang tidak hanya terkait dengan jenis kelamin mereka sebagai
perempuan, tetapi juga dengan latar belakang etnis mereka. Ini menunjukkan
apa yang disebut interseksionalitas, yaitu bagaimana faktor gender (sebagai
perempuan) dan etnis (sebagai orang Tionghoa) saling berhubungan dan
memperburuk dampak kekerasan yang mereka hadapi. Hal ini membuat
pengalaman mereka lebih kompleks dan berbeda dari korban lainnya.’

Sistem hukum dan cara penegakan hukum di Indonesia saat itu belum
sepenuhnya memikirkan atau memperhatikan kerentanan khusus yang
dialami oleh perempuan ketika terjadi konflik. Kerentanan ini bisa muncul
karena peran sosial yang biasanya diberikan kepada perempuan, seperti
menjadi ibu atau pengurus rumah tangga, yang membuat mereka lebih rentan
terkena dampak negatif. Selain itu, ada juga diskriminasi struktural yang
sudah tertanam dalam masyarakat, seperti norma patriarki yang menempatkan
perempuan di posisi yang kurang kuat, sehingga sistem hukum belum cukup
responsif untuk melindungi mereka dengan baik. Ini berarti perlindungan
hukum dan hak-hak perempuan masih kurang memadai dalam menghadapi
situasi konflik seperti ini.

d. Kurangnya reformasi hukum dan aparat yang sensitif gender dan konflik

Walaupun sudah ada perubahan besar di bidang politik dan keamanan
setelah Reformasi 1998, ternyata masih banyak aspek yang belum diperbaiki
dengan baik. Ini termasuk aturan-aturan hukum yang lebih jelas, pelatihan
khusus untuk aparat penegak hukum agar mereka lebih memahami isu gender
dan dampak konflik, cara-cara yang mudah dan aman bagi korban untuk
melaporkan pengalaman mereka, serta langkah-langkah pemulihan yang
membantu korban pulih dari trauma yang dialami selama konflik. Semua ini
masih perlu diperkuat agar sistem hukum benar-benar bisa melindungi semua
orang, terutama perempuan yang sering kali menjadi korban paling rentan.
Laporan dari Komnas Perempuan tahun 2018 memberikan saran penting,
yaitu agar kita mengembangkan pendekatan kerja yang menyeluruh dan
terintegrasi saat menangani konflik. Pendekatan ini harus mencakup semua
aspek kehidupan korban, mulai dari pencegahan, penanganan langsung,

98.”

17 Perempuan, “Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peringatan 23 Tahun Tragedi Mei
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hingga pemulihan jangka panjang, dengan tujuan utama memastikan hak-hak
perempuan terpenuhi secara adil dan efektif.*®

e. Pemulihan dan Pencegahan Jangka Panjang Belum Cukup

Proses pemulihan bagi korban perempuan yang terlibat dalam konflik
tidak boleh hanya terbatas pada pemberian restitusi atau kompensasi semata.
Restitusi di sini bisa berarti pengembalian hak atau properti yang hilang,
sementara kompensasi adalah bentuk ganti rugi finansial. Namun, pemulihan
yang sesungguhnya harus mencakup rehabilitasi psikologis, yang membantu
menyembuhkan trauma mental dan emosional yang dialami korban;
rehabilitasi ekonomi, seperti memberikan pelatihan keterampilan atau
dukungan finansial agar mereka bisa mandiri kembali; serta rehabilitasi
sosial, yang melibatkan pembangunan kembali hubungan dengan keluarga
dan masyarakat agar korban tidak merasa terisolasi. Selain itu, pemulihan
juga harus memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang lagi, yang
disebut sebagai prinsip "non-recurrence” atau pencegahan kekambuhan.
Sayangnya, banyak korban dari insiden kerusuhan Mei 1998 dan konflik Poso
hingga saat ini masih belum mendapatkan pemulihan yang cukup dan
menyeluruh.®®

6. Reformasi Sistem Penegakan Hukum untuk Melindungi Hak Perempuan
dalam Konflik Sosial

Berdasarkan dua kasus di atas dan berbagai kajian, berikut adalah poin-
reformasi yang penting dilakukan agar hak-hak perempuan dalam konflik sosial
dapat terlindungi secara memadai:

a. Penguatan kelembagaan pengawas dan pelindung hak perempuan

Pertama, kita perlu memperkuat peran Komnas Perempuan sebagai
lembaga pengawas yang independen. Komnas Perempuan adalah singkatan
dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, yang dibentuk
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 dan kemudian

18 “Siaran Pers Peluncuran Kajian Kebijakan: Penyikapan Konflik Selama 20 Tahun
Reformasi Untuk Pemajuan Dan Pemenuhan HAM Perempuan Serta Pembangunan Perdamaian Di
Indonesia Jakarta, 23 Maret 2018, Komnas Perempuan, 2018,
https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/siaran-pers-peluncuran-kajian-kebijakan-
penyikapan-konflik-selama-20-tahun-reformasi-untuk-pemajuan-dan-pemenuhan-ham-perempuan-serta-
pembangunan-perdamaian-di-indonesia-jakarta-23-maret-2018.

19 «“Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Tragedi Mei 1998,” Komnas Perempuan,
2025, https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-
tragedi-mei-1998.
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diperkuat lagi melalui Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005.%°
Lembaga ini harus diberi mandat yang jelas dan kuat untuk menangani
semua bentuk kekerasan terhadap perempuan, baik saat konflik sedang
berlangsung maupun setelah konflik selesai. Ini berarti Komnas Perempuan
harus bisa turun tangan langsung, memantau situasi, dan memberikan
rekomendasi yang bisa diikuti oleh pemerintah atau aparat hukum.

Kedua, kita harus memastikan bahwa Komnas Perempuan memiliki
semua sumber daya yang diperlukan agar bisa bekerja dengan efektif. Ini
termasuk sumber daya manusia yang cukup, seperti staf yang terlatih dan
ahli di bidangnya, anggaran yang memadai untuk operasional sehari-hari,
serta akses ke alat-alat forensik dan pendokumentasian yang canggih.?

Ketiga, kita juga perlu memastikan bahwa lembaga-lembaga penegak
hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, memiliki unit khusus
atau kemampuan khusus untuk menangani kasus kekerasan yang berbasis
pada gender. Ini disebut sebagai pendekatan yang responsif terhadap gender,
artinya mereka harus peka dan paham betul tentang isu-isu perempuan.??
Unit atau kapasitas ini harus aktif tidak hanya saat konflik sedang terjadi,
tetapi juga selama masa pengungsian, ketika banyak perempuan yang
terpaksa meninggalkan rumah dan menjadi lebih rentan terhadap kekerasan.
Dengan adanya unit khusus ini, aparat hukum bisa lebih cepat merespons
laporan kekerasan, melakukan investigasi yang mendalam, dan memberikan
perlindungan yang tepat kepada korban perempuan. Ini akan membuat
sistem hukum lebih adil dan efektif dalam melindungi hak-hak perempuan
di tengah situasi sosial yang kacau.?®

b. Reformasi Hukum dan Regulasi

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah dengan membuat atau
memperkuat peraturan-peraturan yang secara khusus mengatur tentang
perlindungan perempuan ketika sedang terjadi konflik atau bahkan setelah

20 Jssha Harruma, “Tugas Dan Tujuan Komnas Perempuan,” Kompas.Com, 2023,
https://nasional.kompas.com/read/2023/01/21/04000021/tugas-dan-tujuan-komnas-perempuan.

21 Komnas Peremp uan, “Profil Komnas Perempuan,” Komnas Perempuan, 2025,
https://komnasperempuan.go.id/public/halaman/profil-komnas-perempuan.

22 “Aparat Penegak Hukum Harus Responsif Gender,” KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA, 2018,
https://kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/aparat-penegak-hukum-harus-responsif-gender.

23 Perempuan Perserikatan Bangsa-bangsa, “Buku Panduan Tentang Layanan Kepolisian Yang
Responsif Gender Untuk Perempuan Dan Anak Perempuan Yang Menjadi Korban Kekerasan,” 2021,
https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789216040710.
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konflik berakhir. Ini bisa dilakukan dengan mengambil contoh dari
pedoman internasional yang sudah ada, seperti rekomendasi umum dari
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
(CEDAW) dan resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),
misalnya Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325 yang berfokus pada
peran perempuan dalam perdamaian dan keamanan. Dengan mengadopsi
panduan-pedoman ini, Kita bisa memastikan bahwa aturan-aturan di negara
kita lebih kuat dan sesuai dengan standar global untuk melindungi
perempuan.

Selanjutnya, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
(Komnas Perempuan) menekankan pentingnya memastikan bahwa
peraturan-peraturan di tingkat nasional harus mencakup ketentuan-ketentuan
yang jelas tentang memberikan keadilan kepada para korban, memberikan
reparasi yang mencakup pemulihan kondisi mereka (restorasi), memberikan
kompensasi sebagai ganti rugi, serta rehabilitasi untuk membantu mereka
kembali normal. Selain itu, peraturan ini juga harus menjamin bahwa
kekerasan berbasis gender tidak akan terulang lagi di masa depan. Komnas
Perempuan telah menyampaikan hal ini melalui siaran pers mereka,
menunjukkan betapa krusialnya langkah ini untuk mencegah pengulangan
tragedi serupa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa sistem penegakan hukum
dalam melindungi perempuan korban konflik sosial di Indonesia masih menghadapi
berbagai kelemahan, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun implementasi di
lapangan. Dalam banyak kasus konflik sosial, perempuan seringkali menjadi kelompok
yang paling rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, serta
pelanggaran hak asasi manusia. Namun demikian, mekanisme penegakan hukum yang
ada belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang efektif dan berkeadilan
bagi perempuan korban konflik tersebut. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh
beberapa faktor, antara lain keterbatasan regulasi yang belum sepenuhnya responsif
terhadap perspektif gender, kurangnya sensitivitas aparat penegak hukum terhadap
kebutuhan khusus korban perempuan, serta minimnya dukungan sarana, mekanisme
perlindungan, dan pemulihan bagi korban. Selain itu, faktor sosial dan budaya yang
masih patriarkal turut memperkuat hambatan dalam proses penegakan hukum, sehingga
perempuan korban konflik sering mengalami marginalisasi dalam proses pencarian
keadilan.
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Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi sistem penegakan hukum yang
berperspektif gender dengan menempatkan perlindungan hak perempuan sebagai bagian
integral dalam setiap tahapan penegakan hukum, mulai dari pencegahan, penanganan
perkara, hingga pemulihan korban. Rekonstruksi tersebut dapat dilakukan melalui
penguatan regulasi yang responsif gender, peningkatan kapasitas aparat penegak
hukum, pengembangan mekanisme perlindungan korban yang lebih komprehensif, serta
peningkatan partisipasi masyarakat dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil
dan inklusif. Dengan adanya reformasi dan rekonstruksi sistem penegakan hukum yang
berperspektif gender, diharapkan perlindungan terhadap perempuan korban konflik
sosial dapat terlaksana secara lebih efektif, menjamin keadilan, serta memberikan
pemulihan yang layak bagi para korban sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan
keadilan sosial.Secara umum, studi ini mendorong penerapan kebijakan yang lebih
terbuka dan peka terhadap gender untuk menghindari kekerasan berulang dalam konflik
sosial di Indonesia. Dengan begitu, hak wanita bisa dilindungi dengan efektif ke
depannya. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menilai bagaimana perubahan ini
memengaruhi praktik di lapangan



Jatijajar Law Review 61
Vol. 5 No. 1 (2026)

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, Nurul. “Jejak Kekerasan Seksual Dalam Kerusuhan Mei 1998.” Kompas.ld,
2025.  https://www.kompas.id/artikel/jejak-kekerasan-seksual-dalam-kerusuhan-
mei-1998-2.

Alganih, Igneus. “KONFLIK POSO (Kajian Historis Tahun 1998-2001). KONFLIK
POSO (Kajian Historis Tahun 1998-2001).” UPI Repository, 2014.
https://repository.upi.edu/7083/.

“Aparat  Penegak Hukum  Harus Responsif Gender.” KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK
INDONESIA, 2018. https://kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/aparat-
penegak-hukum-harus-responsif-gender.

Bangsa-bangsa, Perempuan Perserikatan. “Buku Panduan Tentang Layanan Kepolisian
Yang Responsif Gender Untuk Perempuan Dan Anak Perempuan Yang Menjadi
Korban Kekerasan,” 2021. https://www.un-
ilibrary.org/content/books/9789216040710.

D. P, Sari. “Perlindungan Hak Perempuan Dalam Konflik Sosial: Kajian Atas
Implementasi CEDAW Di Indonesia.” Jurnal Hukum Dan Pembangunan 48, no. 2
(2018): 145-62.

Dyah Fitria Kartika Sari, D. R. “Komunikasi Interpersonal Pendampingan Korban
Kekerasan Seksual Oleh Satuan Tugas Perlindungan Perempuan Dan Anak
Relawan Merah Putih Kabupaten Poso.” Kinesik/Jurnal Fisip Untad, 2025, 30-40.
https://doi.org/10.22487/ejk.v12i1.1714.

Harruma, Issha. “Tugas Dan Tujuan Komnas Perempuan.” Kompas.Com, 2023.
https://nasional.kompas.com/read/2023/01/21/04000021/tugas-dan-tujuan-komnas-
perempuan.

Jannah, Rikhul. “Komnas Perempuan Tolak Penyangkalan Kekerasan Seksual Mei 1998
NU Online.” NU Online, 2025. https://nu.or.id/nasional/komnas-perempuan-tolak-
penyangkalan-kekerasan-seksual-mei-1998-1V6eG.

Perempuan, Komnas. “Profil Komnas Perempuan.” Komnas Perempuan, 2025.
https://komnasperempuan.go.id/public/halaman/profil-komnas-perempuan.

“Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peringatan 23 Tahun Tragedi Mei 98.”
Komnas Perempuan, 2021. https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-
detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peringatan-23-tahun-tragedi-mei-98.

Putri, A. “Reformasi Penegakan Hukum Untuk Hak Perempuan Dalam Konflik Sosial.”
Jurnal Hukum Dan Pembangunan 52, no. 3 (2022): 289-305.

R, Kusuma. “Integrasi Gender Dalam Sistem Penegakan Hukum: Studi Kasus Konflik
Sosial Di Indonesia.” Jurnal lImu Sosial Dan Ilmu Politik 25, no. 3 (2021): 201-
20.

S, Rahayu. “Pengalaman Perempuan Dalam Konflik Sosial: Studi Kasus Di Indonesia.”
Jurnal llmu Sosial Dan IImu Politik 23, no. 1 (2019): 112-30.

Sari, A. “Trauma Dan Resiliensi Perempuan Dalam Konflik Sosial: Analisis Naratif.”
Jurnal Psikologi Sosial 19, no. 1 (2022): 45-68.

“Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Tragedi Mei 1998.” Komnas
Perempuan, 2025. https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-
komnas-perempuan-memperingati-tragedi-mei-1998.

“Siaran Pers Peluncuran Kajian Kebijakan: Penyikapan Konflik Selama 20 Tahun
Reformasi Untuk Pemajuan Dan Pemenuhan HAM Perempuan Serta
Pembangunan Perdamaian Di Indonesia Jakarta, 23 Maret 2018.” Komnas



62 Jatijajar Law Review
Vol. 5 No. 1 (2026)

Perempuan, 2018. https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/siaran-
pers-peluncuran-kajian-kebijakan-penyikapan-konflik-selama-20-tahun-reformasi-
untuk-pemajuan-dan-pemenuhan-ham-perempuan-serta-pembangunan-
perdamaian-di-indonesia-jakarta-23-maret-2018.

State, U.S. Department of. “Indonesia Country Report on Human Rights Practices for
1998.” 1998 Human Rights Report, n.d.

Sulistyo, Prayogi Dwi. “Para Korban Pemerkosaan Mei 1998 Menanti Penjelasan.”
Kompas.ld, 2023. https://www.kompas.id/artikel/perempuan-korban-kekerasan-
mei-1998-menanti-penjelasan.

T, Suryani. “Kelemahan Sistem Hukum Dalam Perlindungan Hak Perempuan.” Jurnal
HAM 11, no. 1 (2020): 45-62.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International
B License



http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

	PENDAHULUAN
	METODE PENELITIAN
	HASIL DAN PEMBAHASAN
	KESIMPULAN
	DAFTAR PUSTAKA

